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Tajuk

Sawit

Tak bisa dipungkiri, minyak ke-
lapa sawit telah menjadi salah 
satu komoditas utama Indone-

sia. Sejak 2006, Indonesia mengge-
ser Malaysia sebagai produsen ter-
besar crude palm oil (CPO). Harga 
yang sempat melambung tinggi 
mendorong ekspansi perkebunan 
sawit besar-besaran. Sayang, dalam 
beberapa tahun terakhir, harga mi-
nyak sawit cenderung anjlok.

Di Malaysia Derivatives Exchange 
(MDEX), kontrak sawit untuk pe-
ngiriman Juni 2015 berada di harga 
2.157 ringgit per metrik ton (16/3).
Padahal, pada 2011, harga CPO sem-
pat berada di atas 3.700 ringgit per 
metrik ton. Bahkan, ketika itu, para 
analis sempat berspekulasi harga 
CPO akan menembus 4.000 ringgit 
per metrik ton. 

Celakanya, perlambatan ekonomi 
di sejumlah negara menjadi alasan 
harga CPO anjlok. Ada pula yang 
bilang, penurunan harga CPO kare-
na kelebihan pasokan dan kompetisi 
dengan minyak sayur atau edible oil 
lainnya, terutama minyak kedelai.

Terlepas dari faktor tadi, permin-
taan CPO tetap tumbuh. Data dari 
portal statistik, stastica.com me-
nunjukkan, permintaan CPO tetap 
menduduki porsi terbesar perminta-
an edible oil global, disusul minyak 
kedelai di urutan kedua. Pada perio-

de 2014/2015, permintaan CPO di-
perkirakan meningkat menjadi 60,54 
juta ton, dari 56,63 juta ton pada 
2013/2014. Adapun, permintaan mi-
nyak kedelai akan mencapai 46,48 
juta ton, naik dari 45,11 juta ton.

Terlepas dari kelesuan ekonomi, 
dalam beberapa tahun, pertumbuh-
an permintaan sebenarnya cukup 
konstan. Dus, harga seharusnya 
juga naik secara konsisten. Celaka-
nya, Indonesia, yang memasok seki-
tar 50% kebutuhan CPO global, tidak 
mampu menjadi penentu harga. 

Akibatnya, saat harga tertekan, 
para pemain di Indonesia cenderung 
terus meningkatkan produksi untuk 
menopang kinerjanya. Untuk itu, 
para produsen cenderung menam-
bah lahan baru. Ujungnya, timbul 
dampak kerusakan lingkungan. Pa-
dahal, saat ini dunia tengah mene-
kankan bisnis yang berkelanjutan 
dan memperhatikan kelestarian 
lingkungan. Efek lanjutannya, peng-
usaha mesti merogoh kocek lebih 
dalam demi mendapat sertifi kat 'hi-
jau', yang lagi-lagi penentunya ada-
lah organisasi di luar negeri.

Lingkaran masalah ini hanya bisa 
diputus jika Indonesia sebagai pe-
main terbesar mampu menjadi pe-
nentu harga. Dus, tak perlu terjadi 
pembukaan lahan besar-besaran 
yang memicu kerusakan lingkung-
an. Salah satu caranya, bursa pro-
duk kelapa sawit harus dilakukan di 
sini. Bukan di tempat lain.               ■

Asih Kirana Wardani

Opini

Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak

Banyak yang menyebut, Kabi-
net Kerja adalah Kabinet 
Pengusaha. Bukan saja ka-

rena presiden dan wakil presiden 
adalah pengusaha, namun juga 
karena banyak menteri yang ber-
latar belakang pengusaha. Barang-
kali karena didominasi pengusa-
ha, banyak pula kebijakan peme-
rintah yang dikeluarkan dengan 
perspektif pengusaha yang sedang 
memimpin perusahaan.

Contoh paling anyar adalah di-
terbitkannya Peraturan Presiden 
No. 37/ 2015 tentang Tunjangan 
Kinerja di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak. Berdasarkan Per-
pres tersebut, pegawai pajak akan 
memperoleh tunjangan kinerja 
dengan jumlah sangat berlimpah.

Tunjangan kinerja tertinggi yang 
diberikan kepada pejabat struktu-
ral eselon I, misalnya, mencapai 
Rp 117,375 juta, sedangkan teren-
dah untuk Account Representati-
ve Tk. V sebesar Rp 12,316 juta. 
Pemerintah beralasan, pemberian 
tunjangan kinerja yang besar itu 
diperlukan agar para pegawai pa-
jak lebih bergairah mencapai tar-
get pajak dan tidak lagi tergoda 
untuk melakukan korupsi.

Tentu saja, kebijakan ini mem-
peroleh dukungan para pegawai 
pajak. Mereka merasa layak men-

dapatkannya karena memanggul 
target penerimaan pajak yang sa-
ngat berat. Apalagi, mengumpul-
kan pajak di Indonesia bukanlah 
perkara mudah karena banyak 
wajib pajak yang bandel.

Meskipun tidak disuarakan se-
cara terbuka, banyak yang meng-
kritisi perpres ini. Kebijakan ini 
jelas menjadikan pegawai Ditjen 
Pajak sebagai abdi negara kelas 
wahid, sementara PNS di instansi 
lain adalah aparatur negara kelas 
dua, tiga, dan seterusnya.

Lihat saja jumlah tunjangan ki-
nerja terendah yang diterima oleh 
Account Representative Tk. V 
jauh di atas gaji berikut tunjangan 
yang diterima oleh seorang guru 
besar di perguruan tinggi. Perbe-
daan ini semakin timpang jika di-
bandingkan dengan yang diterima 
oleh “guru kecil” di tingkat pendi-
dikan dasar atau menengah.

Apabila para pegawai pajak me-
rasa berhak memperoleh tunjang-
an kinerja berlimpah karena harus 
bekerja keras memungut pajak 
dari wajib pajak, kelayakan klaim 
mereka layak dipertanyakan. Ma-
rilah kita bandingkan dengan ba-
gaimana perjuangan guru-guru di 
daerah terpencil yang setiap hari 
harus menempuh medan yang 
terjal dan penuh bahaya untuk 
menjalankan tugasnya mendidik 
generasi penerus bangsa.

Tidak sedikit pula kisah heroik 
para petugas kesehatan yang di 

tengah keterbatasan fasilitas dan 
penghargaan dari negara, tetap 
menunaikan tugasnya menjaga 
kesehatan dan mencegah kemati-
an warga bangsa di pelosok Tanah 
Air. Atau lihatlah kehidupan ten-
tara yang setia berjaga di tengah 
sepi di ujung pelosok negeri demi 
menjaga keutuhan wilayah.

Keseimbangan organisasi
Bagaimanakah dapat dikatakan 

bahwa tugas mereka yang memu-

ngut pajak lebih utama dan kare-
nanya layak mendapatkan tun-
jangan kinerja fantastis? Apalagi, 
masyarakat merasa banyak ang-
garan negara yang berasal dari 
pajak lebih sering digunakan un-
tuk kepentingan yang sama sekali 
tak berkaitan dengan urusan pe-
ningkatan kesejahteraan rakyat. 

Dunia usaha sebenarnya mem-
berikan contoh bagaimana mem-
pertahankan harmoni antar bagi-
an dalam sebuah organisasi. 
Meskipun bagian penjualan, seba-
gai revenue center yang berperan 

utama sebagai ujung tombak 
memperoleh pendapatan, mereka 
tidak kemudian memperoleh ke-
dudukan istimewa atau lebih pen-
ting dibandingkan cost center, se-
perti bagian sumberdaya manusia, 
keuangan, atau operasi. 

Kaplan dan Norton (1996) mem-
perkenalkan balanced scorecard 
yang mengoreksi praktik peneka-
nan besaran keuangan sebagai 
tolok ukur keberhasilan yang pada 
akhirnya justru merugikan keber-
lanjutan organisasi. Mereka meng-
anjurkan dikembangkannya kese-
imbangan antara perspektif 
keuangan dengan perspektif pe-
mangku kepentingan, proses bis-
nis internal, serta pembelajaran 
dan pertumbuhan.

Dalam perspektif balanced sco-
recard, kebijakan pemberian tun-
jangan kinerja yang fantastis un-
tuk pegawai pajak menyimpan 
potensi bahaya di masa menda-
tang. Ibarat tubuh, kebijakan itu 
bak mengistimewakan kedua ta-
ngan karena dianggap paling ber-
peran dalam bekerja dan mema-
sukkan makanan ke dalam tubuh. 
Anggapan ini jelas mengabaikan 
peran penting otak, hati, jantung, 
kaki, mulut, mata, telinga, serta 
anggota tubuh yang lain. 

Yang berbahaya adalah jika 
pengabaian ini membuat anggota 
tubuh lain ini mogok bekerja, se-
hingga seluruh sistem tubuh pun 
akan terganggu karenanya.        ■

Ali Mutasowifi n,
Dosen Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen IPB

Tunjangan yang 
fantastis bagi 
pegawai pajak 

menyimpan bahaya.

Keberadaan lembaga penjaminan kredit 
UMKM tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Ukay Karyadi, Pengamat Ekonomi dan 
Kebijakan Publik

Surat 

Kecewa dengan 
Kartu Kredit 
Bank UOB 

Saya adalah pemegang 
kartu kredit UOB Nomor 
5193-1120-0025-3822. 

Bulan Desember 2014, saya 
menerima billing tagihan kar-
tu kredit, di mana ada tercan-
tum membership fee sebesar 
Rp 750.000. dengan periode 
Desember 2014-Desember 
2015.

Sejak hari itu, saya tidak 
pernah menggunakan kartu 
kredit tersebut sebelum ada 
kepastian. Saya menelpon ke 
card center UOB yang diteri-
ma oleh Ibu Rina. Saya menje-
laskan bahwa saya keberatan 
dengan membership fee terse-
but. Setelah diproses secara 
bertele-tele selama lima bulan 
lamanya, jawaban UOB ada-
lah akan diberikan diskon se-
besar 50%.

Saya tetap keberatan me-
ngenai hal tersebut dan ber-
maksud untuk menutup kartu 
kredit UOB jika permintaan 
pembebasan membership fee 
tidak dikabulkan. Jawaban 
yagn saya terima adalah jika 
saya ingin menutup kartu, 
saya diharuskan melunasi 
angsuran dan dikenakan pi-
nalti sebesar Rp 200.000. Saya 
tidak keberatan untuk melu-
nasi semua angsuran saya, 
tapi tanpa ada penalti. Seke-
dar informasi, tahun 2013 saya 
mengalami kejadian serupa 
dan akhirnya dibebaskan.

Masalah tagihan yang dita-
gih dua kali juga terjadi di bu-
lan Desember 2014. Pada 
tanggal 24 Oktober 2014, saya 
transaksi di City Game Shop 
satu kali dengan mengguna-
kan kartu tambahan dengan 
nomor 5139-1130-0008-2930 
dan 5139-1130-0008-3011. To-
tal transaksi hanya Rp 1,5 juta  
dan ditagih dua kali menjadi 
Rp 3 juta. Untungnya, sebelum 
membayar, saya crosscheck 
dulu. 

Peraturan dari mana, pihak 
call center meminta saya un-
tuk membayar dulu tagihan. 
Saya tidak mau menuruti. 
Arogan sekali pihak UOB, je-
las-jelas salah menagih seba-
nyak dua kali, billing bulan 
selanjutnya masih tidak malu 
menambahkan lagi interest 

sebesar Rp 258.778.
Saya mohon OJK selaku 

otoritas yang berwenang me-
nertibkan bank penerbit kartu 
kredit yang memaksakan ke-
hendak, menagih dua kali, dan 
seenaknya memberi status 
kualitas kredit dalam perhati-
an khusus, hanya karena saya 
tidak mau membayar mem-
bership atau interest fee bank 
tersebut, sedangkan selama 
28 bulan berjalan, semua ke-
wajiban saya bayar lunas tan-
pa ada tunggakan.

Untung Santosa, 
Jl. Jembatan II No. 11A,

Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara

Kecewa dengan 
Hotel D'Batoe 

Pada tanggal 28 Januari 
2015, saya bermalam di 
Hotel D’Batoe, Jalan 

Pasirkaliki No. 78, Bandung. 
Menginap selama semalam, 
dan check-out keesokan hari-
nya. Saat menginap, saya 
membawa 1 (satu) unit kom-
puter Apple Imac untuk ke-
perluan kerja. Saat check-out, 
seluruh barang bawaan beser-
ta komputer dibantu bawa 
oleh seorang bellboy  bernama 
Dian Nugraha. Saat trolley di-
dorong, komputer yang dile-
takkan di bagian paling atas 
terjatuh, sehingga layar moni-
tor dan tutup belakang kom-
puter tersebut pecah.  

Kemudian saya melakukan 
complain ganti rugi materi 
kepada pihak manajemen ho-
tel, yang diwakili oleh Mana-
ger Operasional dan bagian 
legal hotel. Setelah berkali-
kali bolak-balik melakukan 
complain, pihak Hotel D’Ba-
toe selalu mempersulit dan ti-
dak menunjukkan itikad baik 
untuk menyelesaikan masa-
lah, dan selalu beralasan bah-
wa belum ada keputusan dari 
General Manager Hotel

Sebagai tamu yang seharus-
nya diutamakan kepuasannya, 
saya merasa kecewa dan tidak 
mendapatkan keadilan. Oleh 
sebab itu, saya menghimbau 
pihak manajemen Hotel D’Ba-
toe segera menyelesaikan 
pertanggungjawabannya dan 
secepatnya mengganti rugi 
barang saya.

Alexander Richard, 
Jl. Dahlia III No. 11,  

Pakuan, Bogor Selatan

Mendorong Bank BUMN Pro UMKM

Beberapa waktu lalu, Komisi XI DPR-
RI melakukan Rapat Dengar Pen-
dapat (RDP) dengan empat bank 

BUMN atau yang biasa disebut bank per-
sero. Dimulai RDP dengan BRI (6/4), ke-
mudian BTN (7/4), serta dilanjutkan RDP 
dengan Bank Mandiri dan BNI (8/4).

Dari RDP tersebut diketahui, kecuali 
BTN yang laba bersihnya turun 29% men-
jadi Rp 1,12 triliun pada 2014, bank 
BUMN lainnya mencatat kenaikan laba 
bersih yang signifi kan pada tahun 2014. 
BRI membukukan laba bersih Rp 24,3 
triliun atau meningkat 13,6%, Bank Man-
diri Rp 19,9 triliun (meningkat 9,2%), dan 
BNI Rp 10,8 triliun (meningkat 19,1%). 

Kredit keempat bank BUMN juga tum-
buh cukup signifi kan di tahun 2014. Kre-
dit BRI tumbuh 13,9%, Bank Mandiri 
12,2%, BNI 10,8%, dan BTN 15,4%. Namun, 
pertumbuhan kredit bank persero itu ti-
dak sekencang yang diharapkan, karena 
loan to deposit ratio (LDR) masing-ma-
sing bank BUMN, kecuali BTN, masih di 
bawah LDR ideal 90%-100%. LDR Bank 
Mandiri mencapai 82,0%, BRI 81,7%, dan 
BNI 87,8%.

Berbeda dengan ketiga bank BUMN 
lainnya, BTN memiliki LDR di atas 100%, 
yaitu 108,6%, meningkat dibanding tahun 
2013 yang mencapai 104,4%. LDR ini ti-
dak menggambarkan kondisi likuiditas 
BTN, karena tidak memasukkan sumber 
dana jangka panjang, seperti obligasi, 
pinjaman dan repurchase agreement. 
Sementara, sebagian besar aset BTN me-
rupakan kredit berjangka waktu panjang, 
sehingga sumber pendanaan jangka pan-
jang sangatlah dibutuhkan. Bila memper-
hitungkan dana-dana jangka panjang, 
loan to funding ratio BTN 2014 adalah 
sebesar 91,1%.

Secara umum, LDR bank persero 2014 
mencapai 83,7% alias masih di bawah 
LDR perbankan umum yang mencapai 
89,3%. Karena itu, pada saat RDP, para 
wakil rakyat menginginkan agar bank-
bank BUMN lebih menjalankan fungsi 
intermediasi. Penyaluran kredit ini uta-
manya pada sektor-sektor prioritas, se-
perti sektor usaha yang berorientasi 
ekspor dan subsitusi impor, terutama ke 
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM). Ini penting, karena kucuran 
kredit satu rupiah pada UMKM akan 
memberi manfaat yang lebih besar bagi 
perekonomian, terutama dalam mencip-
takan lapangan kerja. 

Bila diamati, kurang optimalnya per-
bankan dalam menjalankan fungsi inter-
mediasi saat ini lebih disebabkan karena 
masalah permintaan (demand) ketim-
bang penawaran (supply) kredit. Hal ini, 

selain dapat dilihat dari masih rendahnya 
LDR, juga dibuktikan dengan tingginya 
undisbursed loans.

Menurut Statistik Perbankan Indonesia 
(SPI), undisbursed loan pada bank 
umum tahun 2014 mencapai Rp 1.137,50 
triliun, meningkat 12,2% dibanding tahun 
2013 yang sebesar Rp 1.013,48 triliun. 
Sementara undisbursed loan khusus 
bank persero mencapai Rp 236,08 triliun 
(2014), meningkat 14,6% dari tahun sebe-
lumnya yang sebesar Rp 206,07 triliun.

Menjamin kredit UMKM
Akan tetapi, bila ditelaah lebih jauh, 

munculnya disintermediasi perbankan 
tersebut lebih disebabkan tersegmentasi-
nya debitur, yakni perbankan lebih mela-
yani permintaan kredit yang diajukan 
sektor usaha besar (korporasi). Dengan 
kata lain, untuk kredit UMKM, meski 
permintaan kreditnya tinggi, tetapi per-
bankan (termasuk bank persero) tidak 
mengimbanginya dengan kucuran kredit 
yang jumlahnya memadai.

Dari total kredit yang disalurkan bank 
persero tahun 2014 yang mencapai Rp 
1.325,09 triliun, kredit UMKM hanya Rp 
341,80 triliun (25,8%). Dari kredit UMKM 
Rp 341,80 triliun itu, Rp 106,27 triliun 
(31,1%) disalurkan sebagai kredit mikro, 
Rp 136,58 triliun (40,0%) untuk usaha 
kecil, dan sisanya yang Rp 98,95 (28,9%) 
disalurkan ke usaha menengah.

Bila dibandingkan dengan jumlah 
UMKM yang mencapai 56,5 juta unit usa-
ha, posisi kredit UMKM itu menggambar-
kan bahwa bank plat merah kurang me-
miliki komitmen mendukung sektor 
UMKM karena hanya memperoleh sepe-
rempat alokasi kredit bank BUMN.

Ketiadaan informasi yang sempurna 
(asymmetric information) tentang ka-
rakter UMKM menyebabkan perbankan 
ragu untuk lebih membuka kran kredit 
pada UMKM. Oleh karena itu, ketika per-
bankan hendak menggarap sektor 
UMKM, perbankan harus belajar menge-
nal karakter UMKM untuk mengukur la-
yak atau tidaknya kredit dikucurkan. Se-
bab, kesalahan menilai dapat berisiko 
munculnya kredit macet. Saat ini, NPL 
bank umum mencapai sekitar 2,2%, se-
mentara NPL kredit UMKM pada bank 
umum mencapai 3,7%. 

Khusus untuk bank persero, NPL men-
capai 1,9%, sementara NPL kredit UMKM 
bank persero sekitar 3,6%. Bila ditelaah 
lebih lanjut, dari kredit UMKM yang disa-
lurkan bank BUMN, risiko kredit macet 
lebih besar pada kredit usaha menengah 
ketimbang kredit mikro dan kecil. NPL 
kredit usaha menengah mencapai 4,8%, 
sementara kredit untuk usaha kecil NPL-
nya 4,1%, dan kredit mikro hanya 1,7%.

Namun demikian, perlu digarisbawahi 
bahwa NPL tersebut masih di bawah NPL 

yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, 
yaitu maksimal 5,0%. Dengan kata lain, 
risiko kredit macet pada UMKM masih 
dalam batas aman.

Untuk menekan risiko yang dihadapi 
perbankan dalam menyalurkan kredit 
UMKM, sesungguhnya pemerintah sudah 
mengeluarkan kebijakan soal penjamin-
an kredit, yaitu melalui Peraturan Presi-
den (Perpres) No. 2 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Penjaminan. Pemerintah men-
dorong pembentukan Perusahaan Penja-
minan Kredit Daerah (PPKD) di tiap 
Provinsi. Sayangnya, kebijakan tersebut 
kurang direspon pemerintah daerah 
(Pemda). Dari 34 provinsi yang ada di 
tanah air, baru 10 Pemda yang telah men-
dirikan PPKD. Padahal, keberadaan lem-
baga penjaminan, seperti PPKD sangat 
penting untuk membantu UMKM yang 
memiliki usaha produktif dan prospektif 
secara ekonomi (feasible), tapi tidak 
bankable atau ada kendala dari sisi pe-
menuhan agunan. 

Oleh karena keberadaan lembaga pen-
jaminan tidak bisa ditawar-tawar lagi, 
upaya DPR yang mengajukan rancangan 
undang-undang (RUU) Penjaminan bagi 
UMKM adalah patut mendapat apresiasi. 
RUU Penjaminan ini telah masuk dalam 
program legislasi nasional (prolegnas) 
2015, dan tentunya kita berharap RUU ini 
segera bisa diundangkan.         ■

Ukay Karyadi,
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Kirim SMS Anda 
081808 566826

SMS 
Percuma Kemlu akan 
mendatangi rumah 
Zaenab, TKW yang telah 
dieksekusi mati. Itu 
hanya akan menambah 
duka keluarga. 

Hp 08783214xxxx

Seorang Presiden RI 
harus tunduk kepada 
partainya, kalau begitu 
negara apa namanya. 
Jokowi terpilih jadi 
Presiden karena rakyat 
menilai cara kerjanya 
bagus waktu memimpin 
Jakarta, bukan karena 
dia kader PDIP.  

Hp 08531849xxxx

Di negara kita, presiden 
terpilih karena diajukan 
oleh partai politik. Tetapi 
Jokowi terpilih tidak 
semata-mata karena 
kader PDIP. Ke banyakan 
rakyat memilih melihat 
fi gur Jokowi. 

Hp 08579435xxxx

Bagaimanapun, UN tetap 
perlu diperhitungkan 
untuk evaluasi kelulusan. 
Kalau tidak hanya jadi 
pemborosan anggaran. 
Apalagi kecenderungan 
pendidik untuk melulus-
kan 100% berbau 
gratifi kasi nilai. 

Hp 08787563xxxx

Isi iklan menjadi tanggung 
jawab pemasang iklan, 

KONTAN tidak bertanggung 
jawab atas materi iklan.
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Handoyo, Narita Indrastiti, Muhammad Yazid, Dadan M. Ramdan, Tendi Mahadi, Marantina Napitu, Merlinda Riska, Melati Amaya Dori, Dina Farisah, Agus Triyono, Ignatia M. Sri Sayekti, Dityasa Hanin F., Tri Sulistiowati, Surtan Pantas H.S., Agung Jatmiko, Agustinus Beo Da Coasta, 
Margareta Engge Kharismawati, Maria Elga Ratri Ayudi, Noor Muhammad Falih, Oginawa Ramadhan Prayogo, Adinda Ade Mustami, Raden Roro Putri W., Annisa Anindita Wibawa, Issa Almawadi, Adhitya Himawan, Francisca Bertha Vistika Putri, Mimi Silvia, Wuwun Nafsiah, Benediktus 
Krisna Y., Ranimay Syarah, Pratama Guitarra  Sekretariat Redaksi: Kun Sulistyowati, Antun Suhana  Manager Produksi & Pengarah Rancang Grafis: Indra Surya Rancang Grafis: Candra Kusmana, Hendrik ST Oloan Tambunan, Steve G.A., Pj. Praksa, Thomas Luhur M. 
Redaktur Foto: Hendra Suhara Fotografer: Achmad Fauzie, Carolus Agus Waluyo, Wicaksono Daniel Prabowo, Cheppy A. Muchlis, Muradi, Baihaki, Fransiskus Parulian Penyelaras Warna: Pandji Indra, Alri Kemas N. Riset dan Dokumentasi Foto: Melly Anne Firdianti, Dedi 
Sukamto, Nasrudi Kaisuku Redaksi Bahasa: Tri Adi Sarwoko, Catur Ari Wibowo Perpustakaan dan Pemelihara Data: Deni Riaddy, Deti Riswiani, Priyanto, Nugroho, Iklan: Adjeng Adeila Praja, B. Erna Haryati, Sesilia Artanto, M. Iqbal, Rahgutomo Unggul P., Risang Wahyu P., 
Indah Sulistyorini M., Gita Suraiya K, Farrel Dewantara, Atika Dana P., Nurul Maulidya L., Fitria Noer A., Wandi Manullang Corporate Circulation: Eko Suranto Marketing Communication: Thomas Y. Widyanto, Tutur Wibowo, Renggo Kutut Kujantoko, Gusmaiwan Lubis, Lucky Alan 
KontanAcademy: Margaretha Matasak, Guido S. Radityo, Ngadirin Alamat Redaksi: Gedung KONTAN, Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210 Iklan: Gedung KOMPAS GRAMEDIA, Jalan Palmerah Selatan No. 22-28 unit II Lt. 2, Jakarta Selatan 10270 Sirkulasi: Gedung 
KOMPAS, Jalan Gajah mada No.109-110A Jakarta 11140 Telepon: Redaksi (021) 535 7636, 532 8134, Iklan (021) 536 79909, 548 3008 Faksimile: Redaksi: (021) 535 7633, Iklan: (021) 5369 9080, Sirkulasi (021) 260 0972 E-mail: red@kontan.co.id, Web site: www.kontan.
co.id, Dicetak oleh: Percetakan PT Gramedia Isi di luar tanggung jawab percetakan. Tarif Iklan Harian Kontan 2015: Reguler, BW 38.500,-/mmk (minimum 40 mmk), FC 61.000 (minimum 600 mmk), Advertorial Pariwara, BW 42.000,-/mmk (minimum 810 mmk), FC 64.000,-/mmk 
(minimum 810 mmk), Laporan Keuangan, Prospektus/RUPS/Neraca, BW 18.000,-/mmk, FC 27,000,-/mmk.(iklan Laporan Keuangan 8x540 mmk), Karir/Seminar/Workshop/Dukacita/Pengumuman, BW 18.500,-/mmk, FC 31.000,-/mmk, Seremonia, BW 3.000.000, FC 6.000.000, per 
kavling 90 x 115 mmk. 1x terbit, Sponsor, Halaman 1, FC 122.000,-/mmk, Di luar halaman 1, BW 58.000,-/mmk, FC 92.000,-/mmk, Headline, FC 92.000,-/mmk, Navigasi, 80 mm x 20 mm. 26x terbit, FC 80.000.000, Banner halaman 1,7 x 50 mmk. 1x terbit, FC 38.850.000, 7 x 70 
mmk. 1x terbit, FC 54.390.000, Klasiva, Island Ad, BW 61.500,-/mmk, FC 63.500,-/mmk, Kolom, BW 26.500,-/mmk, Baris. per karakter, BW 450, Paket A. 26x terbit, 1 x 50 mmk, BW 7.500.000, 1 x 100 mmk, BW 14.000.000, 2 x 50 mmk, BW 14.000.000, 2 x 100 mmk, BW 
26.000.000, Paket B. 13x terbit, 1 x 50 mmk, BW 4.600.000, 1 x 100 mmk, BW 8.500.000, 2 x 50 mmk, BW 8.500.000, 2 x 100 mmk, BW 15.600.000. Catatan: *Minimum ukuran iklan reguler FC 600/mmk, *Tarif iklan reguler belum termasuk diskon Agensi dan PPN 10%, berlaku 
mulai 1 Januari 2015, harga dalam IDR.
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